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“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadill perkara

pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini

dalam perkara Terdakwa ;- A e a s e AR A R T T S S
Nama Lengkap © PETRUS PA'PINAN Allas PAPA NEWIN;--—--
Tempat Lahir . Tando-Tando; : -
Umur/Tanggal lahir  : 47 tahun /1 Juni 1968; -
Jenis kelamin ' Laki-laki;
Kewarganegaraan . Indonesia;
Tempat tinggal . Kampung Pakala, Lembang  Pakala

Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana

Toraja ;
Agama . Krisren Protestan.;
Pekerjaan . Tani;

-—- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota berdasarkan surat perintah/

penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, berdasarkan surat
perintah penahanan Kota di Tanah Toraja, Nomor:Print-77 /R.4.26/ Euh.2/

01/ 2016, Tanggal 27 Januari 2016, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai

dengan tanggal 16 Februari 2016;

3. Hakim Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan surat penetapan perintah
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Disclaimer
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—— Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale
Penasihat Hukum yaitu :
1. YOHANIS TANDI RERUNG, SH;:
2. ANDAREAS TODING DATU, SH;
3. FARIDA WULANDARY, SH;
4. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH:

——— Pengadilan Tinggi tersebut:

—— Telah membaca :

Februari 2016, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan ta

e

Maret 2016;

. Perpanjangan penahanan Kota oleh ketua Pengadilan Negeri Makale .

berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Kota

Nomor: 19/Pen.Pid/2016/PN.Mak., sejak tanggal 12 Maret 2016 sampal

dengan tanggal 11 Mei 2016;
didampingi

i ——————

Keempatnya sebagai  Advokat /Konsultan Hukum pada Law Office
YOHANIS TANDI RERUNG, SH & Associates yang berkantor di Jalan
Poros Sangala’ — Rantepao Lembang Tallung Penanian, Kecamatan
Sanggalangi , Kabupaten Targja Utara  berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 17 Februari 2016, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Makale Nomor: 08/SK/PID/2018, tanggal 17 Februan 2016;

1. Penetapan =~ Wakil Ketua Pengadilan Tingai Makassar, Nomor

161/PID.SUS/2017/PT.MKS., Tanggal 12 April 2017, tentang penunjukan

Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding;
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Negeri Makale Nomor: Reg Pery PDM-10/MKALE 1/Euh 210112016, tertanggal 2
Februari 2016, yang berbunw sebagai berikut

LU S ——— S

DAKWAAN oo

...... Bahwa ia Terdakwa Petrus paj'

pinan alias papa Newin bersama dengan
Petrus Mangape alias papa Delon. Senga, Sulle, Nasar, Andi dan Mustar,
penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak
dingat lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2015, atau setidak - tidaknya pada
suatu waktu lain dalam Februari 2015, yang penuntutannya dilakukan secara
terpisahbertempat di Boko Lantang Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Makale, mereka yang melakukan, yang menyuruh
lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penebangan
pohon dalam kawasan hutan tanpa memilki izin yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan
secara tidak sah; yakni dalam kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan
Latimojong, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;------—-—-ee--. -

- Bahwa awalnya saksi Piter Lumme pegawai pada Dinas Kehutanan
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Kabupaten

. Tana Toraja mendapat informasi dari masyérakat p_ahwa‘.'

& i nog i
terjadi pembalakan |iar dalam kawasan hutan di lembang- Pakala,

kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11 00. Wita,

saksi Piter Sampe Lumme bersama dengan rekannya dari Polisi Kehutanan |

berdasarkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengecekan .1

dilokasi yakni di Lembang Pakala Kec. Mengkendek Kabupaten Tana

Toraja, dan saat sampai di lokasi kawasan hutan saksi menemukan |

beberapa pohon yang telah ditebang dan telah diolah menjadi papan dan

balok serta satu init mesin chainsaw merk sfill, barang bukti tersebut

kemudian dibawah oleh saksi kekantor dinas kehutanan Kabupaten Tana

Toraja, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres Tana

Toraja untuk dilakukan proses hukum terhadap para pelakunya;-————""
. Bahwa Terdakwa Petrus Paipinan pada bulan Februari 2015, mengantar

dan menunjukkan lokasi yang akan ditempati Petrus Mangapée alias papa |

Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi dan Mustar, untuk melakukan

penebangan pohon yakni di Boko' Lantang Lembang Pakala Kec. ‘;

Mengkendek kab. Tana Toraja, Bahwa sebelum masuk dalam kawasan

hutan saksi Petru mangape alias Papa Delon menanyakan pada terdakwa

apakah ada izin untuk melakukan pebangan pohon pinus tersebut dan

dijawab terdakwa ya ada surat izinnya masuk saja kerja nantisaya yang

tanggungjawab kalau ada petugas kehutanan yang datang " selanjutnya

Petrus Mangape alias Papa Delon, Senga, Sulle, Nasar, Andi, dan Mustar

masuk dalam kawasan hutan dengan diantar oleh terdakwa kemudian
penebangan pohon pinus dalam kawas hutan produksi terbatas

melakukan

kelompok hutan Latimojong, yang kemudian diolah menjadi papan, dimana
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ribu rupiah) per kubiknya; . B

- Bahwa lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa untuk dilakukan penebangan
pohon  adalah borada dalam kawasan hutan yakni kawasan hutan produksl
terbatas kelompok hutan Latimojong sesuai dengan Peta tata batas
kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati || Tana Toraja Propingi Dati |

Sulawesi Selatan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: 434 |

Menhut-11/ 2008 tanggal 23 Juli 2009 S
Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (Olah
TKP) ternyata titik tonggak tebang yang diukur seluruhnya perada didalam
kawasan hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong di lembang
Pakala Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja, berdasarkan peta tata

batas kawasan hutan latimojomg Kabupaten Dati Il Tana Toraja Propinsi

Sulawesi selatan tanggal 20 Oktober 1984 ;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan ;

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan hutan pada

kawasan hutan Latimojong ;

------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82

ayat 1 huruf b, c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:. 18 tahun 2013

tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP.,;

- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang

dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makale, berdasarkan
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qurat tuntutan Jaksa Penuntut Umym pada Kejaksaan Negeri Makale o vy
A 4

4. Menetapkan barang bukti berupa :

s,
e

poM- 10/M.KALE.1/Euh 2/01/2018, Tanggal 5 Oklober 2016, menuhfﬁ!’ﬁﬁé’.'

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan sebagai berikut: S

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PAIPINAN Alias PAPA NEWIN telah

terbukli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
menyuruh “Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa
memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) ke 1
huruf b,c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013

tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55

ayat (1) ke- 1 KUHP., dalam dakwaan kami diatas;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS PAI'PINAN Alias PAPA
NEWIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap

ditahan ;

Menetapkan Terdakwa PETRUS PAIPINAN Alias PAPA NEWIN

membayar denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)

subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

- 1 (satu) unit chainsaw merk Stil lengkap dengan bar dan rantainya;--
- 540 (lima ratus empat puluh) lembar papan pinus, dipergunakan
dalam perkara lain, atas nama Terdakwa RUDI BUNGA Alias PAPA

NUR;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./12017/PT . MKS.
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T=
5. Membebani

Terda ‘
kwa PETRyg PAIPINAN  Alias PAPA NEWIN

memba i .
yar biaya Perkara sebesar Rp.5.000 - (lima ribu rupiah);

.— Menimbang, bk
hwa  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale

jatuhkan
menja putusan Nomor: 20/Pid.Susl2016/PN.Mak.. tanggal 5 Desember

2016, yang amarnya berbunyj sebagai berikyt: T

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PAIPINAN Alias Papa Newin telah

terbukti secara sah dap meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Menyuruh melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa
memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang atau melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah-———-—-———
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah
Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2

(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; —-

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit chainsaw merk Still lengkap dengan bar dan rantainya;—

- 540 (lima ratus empat puluh ) lembar papan pinus;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

lain atas nama Bahar Ussa alias Papa Noval,

Bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1962 atas

nama Ab. Wali dan PBB tahun 1996 bukti 1;
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/

. Fotokopi PBB Tahun 2008/2009 atas nama Baso bukti 2;_‘.‘..;.._"-------—---"7 _‘.j f

. Fotokopi PBB Tahun 2006/2007 atas nama Baso bukti 3 -~ _._____.____:__‘v , /
. Fotokopi PBB Tahun 2010/2011 atas nama Baso bukti 4 :=---==--="""
. Fotokopi PBB Tahun 2012/2013 atas nama Baso bukti 5 ;="
. Fotokopi PBB Tahun 2015/2016 atas nama Baso bukti 6 =—=—"""""

. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-11/1913 tentang Putusan MAhkamah

Konstitusi Nomor 35PUU.X/2012 tanggal 06 Mei 2013 tertanggal 16 Jul

2013 bukti 7; -

. Fotokopi Surat Edaran No. SE.1-11/2015 tentang tentang Penganganan

Kasus kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 4 MAret 2015

bukti 8;

. Fotokopi Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 222/11/2005 tentang

PEngakuan Keberadaan MAsyarakat Adat Toraya tertanggal 5 PEbruari

2005 bukti 9 ;

10. Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional KAb. Tana Toraja

Nomor 129/400.99/73.18/1/2016 tertanggal 27 Januari bukti 10;-------=—=

11.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi

Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;---=---=--=-====--== -

12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara Lokasi

Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten

Tana Toraja bukti 12 ;

13. Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh

Dinas Kehutanan bukti 13;

14.Fotokopi Foto dari kuburan Masyarakat Adat/Tongkonan Tanaman

Betung Kopi dan coklat bukti 14 ;
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Hpnpt

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejurniaf

Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); T

... Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani
oleh FIRMAN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makale menerangkan bafwa
pada Tanggal 9 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale , Nomor: 20/

i 8

pID.Sus/ 2016/PN.Mak ., tanggal 5 Desember 2016:
.. Menimbang, bahwa  permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa
penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2017, sebagaimana akta pemberitahuan

permintaan banding yang ditanda tangani oleh P.B. TANGAGULING, SH, Jurusita

pengadilan Negeri Makale;
...... Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori
panding tertanggal 3 April 2017, surat memori banding tersebut diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 April 2017, salinan surat
memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2017, sebagaimana akta

pemberitahuan/ penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh P.B.

TANGAGULING, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makale;
------ Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan kontra memori
banding tertanggal 5 April 2017, surat kontra memori banding tersebut diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 10 April 2017, salinan surat
kontra memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara saksama

kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat pengiriman kontra
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memori banding tertanggal 11 April 2017, Nomorw22-10/as/H

, . \\{h,,.ﬂﬁ//
yang ditanda tangani oleh FIRMAN, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Makalé ;-

. Menimbang, bahwa sebelum berkgs perkara Terdakwa yang dimintakan

T T BTTE P 1 e e AUt G s 91 T

panding tersebut dikiim ke Pengadilan  Tinggi Makassar, telah

—

giberitahukan  dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan

S

V——

Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017 untuk

memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale masing-
masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari

pemberitahuan tersebut diberikan, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk

B I TSR AN, BT £

mempelajari berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh P.B.

TANGAGULING, SH Jurusita Pengadilan Negeri Makale : '

.- Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasihat Hukum Terdakwa
terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah diajukan dalam

tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan

Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-—---------—-----

—— Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa ,
sebagai pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2017

dan telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut; --

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale salah dan keliru dalam
menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hanya
terhadap keterangan saksi-saksi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
POLRES Tana Toraja dan dengan mengesampingkan begitu saja fakta-
fakta hukum yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon/Terdakwa baik bukti surat maupun  saksi-saksi, khususnya

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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' ; falan -
terhadap Pertimbangan Unsur molakukan Poenobangan poholt dalt i

Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikelsarkan oloh pujabat yar -

i auan
borwenang alau melokukan penebangan pohon dalam dalam kawi

_—
A

SOCATT UK SO vsnanasnurnsrannunanasnennnnnmunsasasseses [ |

baik
« Bahwa pada hal darl bukti yang diajukan oleh pemohon/Terdakwa,

e

iktikan
bukti surat maupun saksi; Pemohon/Terdakwa telah mampu membt

ohon/
bahwa Lokasi Tempat Kejadian Perkara in casu Tempat Pem

san Hutan
Terdakwa moenebang pohon adalah tidak termasuk dalam kawasan

kebun  milik

v emara e

Produksi Terbatas, melainkan masuk dalam lokasi

furun p
Pomohon/Terdakwa yang Penguasaannya telah berlangsung secara :

' Terdakwa ;
temurun mulai dari nenek Pemohon sampai dengan Pemohon/ !

———— e m—————

sendiri, saat ini, =

i ari bukti
. Bahwa hal demikian dapat diperoleh dari fakta yang terungkap dari b

Tdw. 1 sampai dengan bukti Tdw.6 ; berupa luran Pembangunan Daerah
Tahun 1962 dan PBB sampai Tahun 2016. Bahwa dari bukti tersebut telah

terungkap fakta hukum bahwa Penguasaan Terdakwa in casu mulai dari |

neneknya telah terjadi jauh sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 434/Menhut-Il/2009 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan Konservasi Perairan di Wilayah Sulawesi Selatan, dimana telah
bersesuaian pula dengan keterangan saksi Terdakwa yang
menerangkan; Lokasi Tempat Terdakwa memotong Kayu liclak termasuk
lokasi kehutanan (putusan hal. 20 garis datar ke-5 dari atas); bahwa lokasi
penebangan dibayarkan pajak; bahwa saksi tahu karena saksi pernah

menjadi Kepala Lembang Pakala, demikian pula dari Keterangan saksi

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS f2017/PT MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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saksr
JPU, ISRAEL TAMBORA RANTEALLO, yang menera'?gka"

mbang
adalsh seorang PNS dan pemah menjabat sebagal xepala Le
u saksi lokast
Pak

Pakalla sejak Tahun 2010 sampai 2015 bahwa setah
— h
penebangan kayu tersebut sudah dibayarkan pajaknya ole

an
Baso’ ; setahu saksi lokasi penebangan tersebut berbatasan deng

mbu i
hutan produksi karena masih ada bekas rumah, bekas batang ba

g e-2 dari
situ: (It Putusan hal. 10 garis datar Pertama dani atas dan ke-3. K

-

bawah):

. m dan
. Bahwa selain fakta tersebut di atas, dapat pula diperoleh fakta huku
" a
bukti Tdw.11 bahwa TKP tidak masuk dalam kawasan hutan yaknt; berup

: ) 3.
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja skala 1 : 50.000 Tahun 200

i i i an
Bahwa bukti Terdakwa tersebut apabila dibandingkan atau dicocokk
dengan Peta /Gambar olah TKP yang dibuat oleh Pihak Kehutanan, secara
sepihak dan diajukan Jaksa Penuntut Umum, adalah sangat berbanding

terbalik dengan batas kawasan hutan, Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003

yang diajukan oleh Terdakwa, yang keaslian dan kebenarannya telah
diakui di depan persidangan oleh Ahli dari dari Balai Pemantapan
Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Sulawesi Selatan, ketika Peta
tersebut diperfihatkan di persidangan kepada ahli. Bahwa perbedaan yang
sangat nampak dan sangat kelihatan dengan jelas adalah pada Peta
Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa, batas Hutan
Lindung berbentuk lurus dan batas Hutan Tanaman Produksi Terbatas
berbentuk huruf “U” sedangkan dari Peta/lGambar olah TKP yang dibuat

oleh BPKH Wilayah VIl Sulawesi Selatan, adalah baik Batas Kawasan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS..

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Hutan Lindung maupun Kawasan Hutan Produksi Terbatas, semuall o
m-Peta’

sudah_berbentuk huruf “U” bahwa tidak hanya itu di'dala

ak
Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa cabang and

. . : n
sungai yang tidak masuk dalam kawasan baik Hutan Lindung maupy

: P
Hutan Produksi Terbatas sedangkan di dalam Peta/ Gambar olah TK

; ai
yang dibuat oleh Pihak Kehutanan beberapa cabang anak sung

. an
tersebut sudah masuk dalam kawasan baik Hutan Lindung maupun Hut

-

s

ProduksiTerbatas;

B R R T O R T T Y B A T T PR e TSN

wa
. Bahwa dari perbedaan tersebut dapat diambil sebuah fakta hukum bah

. h
Lokasi atau TKP yang digambarkan dalam gambar hasil olah TKP ole

pihak Kehutanan sebenarnya adalah sudah berada di luar batas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas, namun karena pihak kehutanan

sengaja ingin menjerat para Terdakwa maka gambar itu sengaja diperiuas
oleh pihak kehutanan secara sepihak sehingga TKP masuk dalam

Kawasan Hutan Produksi Terbatas, berdasarkan peta/gambar tersebut,—

. Bahwa demikian pula dengan Bukti Tdw.14; berupa foto copy dari foto
kuburan masyarakat adat/Tongkonan, Tanaman Betung, kopi dan cokelat i
serta pohon nagka, di TKP dan disekitarnya, hal mana sangat kelihatan ‘
dengan jelas pada saat Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim atas '
TKP, baik sepanjang perjalannan menuju TKP maupun di TKP itu sendiri.
Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diperoleh sebuah petunjuk bahwa
TKP bukanlah Kawasan Hutan karena Tanaman betung, cokelat, kopi serta
pohon nangka bukanlah bagian dari tanaman milik Kehutanan, lagi pula

tidak jauh dari TKP masih ada sebuah rumah tinggal. Bahwa dengan

Hal 13 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 13
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



demikian maka dapat pula diambil sebuah fakta hukum bahwaTKP lld{"'j‘
klaim sepihak Kehutanan saja bahwa itu adalah masuk Kawasan
Hutan Produksi Terbatas, tanpa disertai dengan Penetapan Kawasan
Hutan sotelah adanya S.K. Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut-
1112009 tanggal 29 Juli 2009; serta tidak pula disertai dengan adanya
pembebasan lokasi TKP dari Pihak Kehutanan karena adanya hak-hak
masyarakat in casuTerdakwa yang molokat di atas lokasi TKP

tersebut; I

« Bahwa demikian pula terhadap belum adanya Kawasan Hutan yang
berkepastian hukum serta berkeadilan, dapat dipeoleh dari; bukti Tdw.7;
berupa foto copy Surat Edaraan Menteri Kehutanan Nomor: SE.1-11/2013
tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35PUU.X/2012,
bukti Tdw.8 : berupa Surat Edaran NomorSE. 1-11/2015 tentang
Penanganan kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan; bukti Tw.15;
berupa Peraturan bersama Menteri Dalam Negen, Menteri Kehutanan,

menteri Pekerjaan Umum danKepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia:

Nomor: 79 Tahun 2014;

Nomor: PB.3/Menhut-11/2014;

Nomor: 17/PRT/M/2014;

Nomor: 8/SKB/X/2014;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada huruf a; bahwa sesuai

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/201, penguasaan

hutan olehNegara harus memperhatikan dan menhormati hak-hak atas _tanah

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 14
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masyarakat;-——....___ i fa

Lh

Bahwa itu b o f
. begitu juga pada huruf b,  bahwasesuai dengan Putusan !

Mahkamah Konstitysi nomor45/PUU-1X/2011 , pengqukuhan Kawaéaﬁ Hutan

harus segera dituntaskan untuk menghasitkan _kawasan _hutan_yan

berkepastian hukum dan berkeadilan - T

« Bahwa demikian pula dalam huruf e; bahwa dalam rangkamenyelesaikan
hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai
tanahdi kawasan hutan serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat ;oo e

—

» Bahwa begitu pun juga pada huruf d; bahwa pada tanggal 11 Maret 2013

telah ditandatangi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang

Percepatan Penqukuhan Kawassan Hutan Indonesia_oleh 12 1

Kementrian/Lembaga Negara;

 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dari bukti Tdw .7, Tdw.8 dan
Tdw.15, tersebut, dapat diperoleh kesimpulan hukum bahwa sampai .
dengan saat ini batas Kawasan Hutan yang telah berkepastian hukum
dan berkeadilan, belum ada kepastian hukumnya, sehingga demikian
maka dalam kaitannya dengan perkara ini maka Kehutanan bisa saja
melakukan manipulasi terhadap batas kawasan hutan sebagaimana yang
telah dilakukan oleh pihak Kehutanan terhadap TKP dalam perkara ini,
dimana lokasi TKP yang telah dikuasai sécara turun-temurun mulai dari
nenek moyang Pemohon/Terdakwa sejak dari dulu kala hingga Terdakwa
saat ini, tiba-tiba diklaim oleh Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Produksi

Terbatas, tanpa sosialisasi, tanpa pembebasan, tanpa melakukan

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

pemasang patok serta tanpa memasang tanda-tanda yani; dapat d,".'iﬁt
oleh masyarakat kajay lokasinya sudah masuk dalam:‘kawasan hulan
Bahwa hal demikian bitamana terbiarkan dan mendapatkan !egitiﬁvasi‘ serta
pembenaran dan pengakuan secara hukum dari pihak Pengadilan maka

kedepan ini akan makin banyak masyarakat Toraja yang akan

dipenjarakan oleh tindakan sewenang-wenang pihak kehutanan,-----———""

2. Bahwa terlepas dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, juga Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru memberikan pertimbangan
hukum atas pembelaan Terdakwa sebagaimana pada pertimbangan
hukumnya pada halaman 24 alinea ke-2 dari atas; bahwa terdakwa dalam
pembelaannya menyatakanTerdakwa menebang pohon karena lokasi
penebangan pohon berada di tanah milik Tedakwa, namun Majelis
berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui dan menyadan bahwa tanah
tempat menebang pohon termasuk wilayah hutan buktinya Terdakwa sebelum
melakukan penebangan telah melakukan lokasi tersebut, bersama dengan
Stepanus Rio Rerung, MR Pasedan, Papa Ropina guna mengetahui apakah
lokasi yang akan dilakukan penebangan masuk kawasan hutan atau tidak;-----—-
« Bahwa kekeliruan atau kesalahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Makale tersebut sangat jelas dengan alasan hukum sebagai

berikut:

« Bahwa Majelis Hakim tidak mengadili secara keseluruhan akan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan terutama terhadap bukti-bukti yang diajukan
oleh Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, seperti
luranPembangunan Daerah Tahun 1964 dan Pajak Bumi dan Bangunan

yang tetap dibayar oleh Terdakwa sampai dengan saat ini .serta

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS..

Dipindai dengan CamScanner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Halaman 16
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I nl

keterangan saksi saksi baik yangdiajukan JPU maupun .\-Q|éh_..‘Terdakwa‘,;;

sebagaimana keterangan saksi JPU pada halaman 8, be‘r:hama .ISRAEL

TAMBORO RANTEALLO yang menerangkan; saksi pemah menjadi

Kepala Lembang di situ sejak Tahun 2010 sampai denganTahun2015 (garis g_
datar ke-2 dani atas); bahwa sejak saksi menjadi Kepala Lemband di
situ, lokasi tempat penebangan itu sudah dibayarkan pajaknya(gan®

|

{

datar ke-4dari atas): bahwa selama saksi menjadi Kepala Lembang di St E
sudah 5 (Ima) kali dibayarkan pajaknya (garis ke-7 dari bawah); bahwa o |
|

|

situ tidak tanda-tanda yang menunjukkan hutan produksi (garis datar ke-9
dari bawah). dimana telah bersesuaian dengan keterangan saksi Terdakwa
yangpernah juga sebelumnya pernah juga menjadi Kepala Lembang
Pakala bernama ALIS BARRU (halaman 17), yang menerangkan; bahwa
lokasi penebangan dibayarkan pajak; bahwa dari peta lokasi tersebut tidak
masuk kawasan hutan. Bahwa demikian pula terhadap bukti Tdw. 12,
yangtelah diperlihatkan dipersidangan kepada ahli dari Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIl pada saat
pemeriksaan Ahli dan keaslian Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2003 a quo, telah diakui kebenaran serta keasliannya oleh
ahli di depan persidangan, bahkan salah satu Majelis Hakim
mempertanyakannya apakah akan diajukan sebagai bukti, sebagaimana

telah kami uraikan di atas sebelumnya pada angka 1, tentang terdapatnya

perbedaan yang sangat jelas kelihatan;
« Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur
melakukan bersama-sama penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa

memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



R i AN
o PN
T =i

melakukan penebangan pohon datam kawasan hutan!seéara tidak, sah

adalah (idak terbukti, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari Segala

tuntutan hukum;---- i eme

o Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut di atas maka
Pemohon/Terdakwa mohon Ketua/ Majelis Hakim Tinggi yang memeriks

dan mengadili perkara agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai

berikut: i

MENGADILL:

 Mengabulkan Permohonan Pemohon/Terdakwa seluruhnya;--——-—=—"""
¢ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 20/ Pid.Sus/ 2016/

PN.Mak. tanggal 5 Desember 2016; "

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah

dan menyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
kepadanya karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana

melainkan perbuatan perdata maka oleh karena itu melepaskan

Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa;

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw merek stiil
lengkap dengan bar rantainya serta 540 (lima ratus empat puluh) kayu
pinus olahan dalam bentuk papan dikembalikan kepada Terdakwa;------

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Apabila Majelss Hakim berpedapat kan mohon putusan yang seadi-adiny3
—— Menmbang. bahwa terhadap memori banding tersebut maka~Jaksa
PmmUmmWnkm:m:mmwwpswzoﬁ.vlf’ﬂ
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai befikut <"

1 Bahwa majelss Hakim pengadian negen Makale salah dan kelru daia™

menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangar
hannya terhadap keterangan saksi-saks: dan berita acara pemeriksadr
Penyiik Polres Tana Toraja dan mengesampingkan begitu saja fakid
hukum yang terungkap dan bukti-bukt yang dajukan pemohon /

Terdakwa baik bukti sural maupun saksi-saks: khususnya terhadap
penmbangan unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memdks izin yang dieluarkan cleh pejabat yang berwenang
atau melakukan penebangan dalam kawasan secara tdak sah, ———

. Bahwa alasan penashat hukum tersebul tdakiah beralasan

Wﬂdmmmmhnmwnma,mwmm
lolah mempertmbangkan semua fakta yang terungkap didepan
mwmmmmwmm
hataman 28 putusan sebaga: beriut
. Batwa sebelum melakukan penebangan saksi Rudi Bunga alias

Papa Nur meanyakan perhal gn penebangan dan terdakwa

diurus Pak Pasedan;
- Bahwa Terdskwa medhat ada patok tata batas kehutanan yang
jetaknya sekitar 1 km dan lokas: penebangan,
. Bahwa sebelum melakukan penebangan d Boko'Lantang

Hal 19 dan 27 hal Putusan No 161/PID SUS 2017/PT MKS

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19
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Terdakwa pernah melakukan pengecekan lokasi bersama deﬂga"
papa ROflna, Petrus Pal' pinan S(epanus Rio" Refung dafl /
Kehutanan, Pak Pasedan dan tukang ojek; ..._--._..--.‘._--.‘-—:——"—'/e-’f:

Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi baru dibuatkan
permohonan fjin penebangan kayu oleh Pak Pasedan;-—-—————"

- Bahwa Terdakwa tigak mengetahui sipa yang menanam pinus

dilokasi penebangan tersebut: e
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang
dilakukan terdakwa berada dalam kawasan hutan yakni kawasan
hutan produksi terbatas kelompok hutan Latimojong sesuai peta
tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati Il Tana
Toraja Provinsi Dati | Sulawesi selatan berdasarkan SK Menteri
Kehutanan Nomor : 434/Menhut-11/2009, tanggal 23 Juli 2009;—-
- Bahwa Terdakwa tidak memliki ljin dari pejabat yang berwenang
untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan;—-----——--—-——-
- Bahwa didepan persidangan terungkap pulah fakta bahwa saat
Terdakwa bersama dengan papa Rofina, Petrus Pai'pinan,
Stepanus Rio Rerung, Pak Pasedan, serta tukang ojek melakukan
pengecekan lokasi sebelum penebangan, stepanus Rio Rerung
telah menyampaikan pada terdakwa bahwa lokasi tersebut masuk

kawasan hutan produksi terbatas dan apapun alasannya tidak bisa

masuk melakukan penebangan;
- Bahwa alasan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana dalam
halaman 5 memori banding pragraf 2” bahwa dari perbedaan

tersebut dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa lokasi atau TKP

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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yang digambarkan dafam gambar hasil olah TKP O‘Eh p'hak'

kehutanan Sebenamya adalah sudah berada diluar batas kawasan
Hutan Produksi Terbatas, namun karena pihak kehutanan sengaj2
ingin menjerat para terdakwa maka gambar itu sengaja diperiuas
oleh pihak kehutanan secara sepihak sehingga TKP masuk dalam

kawasan hutan produksi terbatas, berdasarkan peta/gambar
tersebut *;,——_

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut
telah memutar balikkan fakta yang sebenamya, bahwa terhadap gambar olah
TKP yang dibuat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Vil Makassar, dan terlampir dalam
berkas perkara, dan terhadap gambar tersebut telah dilakukan pulah pemeriksaan
setempat yang dihadiri oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum
Terdakwa, serta Ahli yang membuat gambar hasil Olah TKP, dimana saat
pemeriksaan setempat atas lokasi yang dikalim para terdakwa sebagai lokasinya,
setelah diukur kembai oleh Ahli dengan menggunakan GPS type Garmin Montana
ser 650, terhadap 6 tonggak tebang dalam lokasi yang kemudian di ploting
kedalam peta tata batas kawasan hutan Latimojong Kabupaten Dati Il Tana Toraja
Provinsi Dari | Sulawesi selatan tonggak tebang tersebut letak /posisinya berada
dalam kawasan hutan Produksi Terbatas kelompok hutan Latimojong Kec.
Mengkendek. , dari hal tersebut maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa lokasi
Penebangan para terdakwa berada dalam kawasan hutan produksi terbatas.
Selanjutnya kalaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa lokasi
penebangan tersebut sebenamya berada diluar kawasan hutan, maka menjadi
pertanyaan apa yang menjadi dasar Penasihat Hukum mengatakan bahwa lokasi

berada diluar kawasan hutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa maupun

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS..

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Disclaimer

serta dari segi teknis dalam kapasitas apa para terdakwa dan p,;},as-iha;yuiq}}’]
terdakwa dapat melakukan Pengukuran atas lokasi tersebut karena pengukaa"
Jpengambilan koordinat yang kemudian diploting kedalam peta butuh keahlian
khusus, sementara para terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak memiliki
keahlian tersebut, serta selama Pemeriksaan Penasihat Hukum tidak dapat
memberikan data pembanding yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatakan
bahwa hasil pengukuran serta gambar Olah TKP yang dijukan Penuntut Umum
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara hasilnya tidak benar. Oleh karena
terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa
hasil olah TKP/gambar hasil olah TKP yang terlampir dalam berkas perkara tidak
benar maka patutiah jika Majelis Hakim pengadilan Negeri Makale dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa peta yang diajukan Penasihat
Hukum terdakwa tidak dapat menganulir kebenaran peta yang diajukan Penuntut

Umum yang terhadapnya telah dilakukan pengukuran sesuai dengan ketantuan

yang berlaku. ;
Dari uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa
majelis hakim Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Aquo tidak keliru
dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;——---—--—-
2. Bahwa terlepas dari fakta-fakta hukum, majelis hakim pengadilan

Negeri Makale telah salah dan keliru memberikan pertimbangan

hukum atas pembelaan terdakwa sebagaimana pada pertimbangan

hukumnya pada halaman 24 garis datar ke-2 “ bahwa terdakwa

dalam pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa menebang

pohon karena lokasi penebangan pohon berada ditanah milik

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



§

Terdakwa, namun Majeti Hakim berpendapat bahwa ievdnkwa "hﬁ
mengetahui dan menyadari bahwa tanah tempat menebang panof
termasuk wilayah hutan buktinya terdakwa ubemm mefakukar
penebangan telah melakukan pengecekan lokasi tersebut bersama
Stepanus Rio Rerung, MR Pasedan, papa Rofina, guna mengetant
apakah lokasi yang dilakukan penebangan masuk kawasan Nutan

atau tidak’ et
Bahwa kekelruan Majelis Hakim Pengadian Negen Makale sangat jelas E
dengan alasan sebagai berikut aaiaeil |

. Bahwa mejelis hakm tidak mengadi secara keseluruhan akan fakta ~fakia
yang terungkap didepan persidangan terstama pada bukti-bukli yang
diajukan oleh Terdakwa seperti iuran Ipada tahun 1964, pajak bum dan

bangunan yang tetap dibayar oleh terdakwa
Bwammpmmhwmmm:mmmﬂmﬂ.wm

O

Majels Hakim pengadéan Negen Makale telah mempertimbangkan dengan
pmm«mmpmammm,dmmmm&ﬂ
Majelis Hakim pengadian Negen Makale * bahwa bukti pajak yang diajukan
wﬂdmtmnwmmn@uiuwmdmm'wmlpﬁah

okasi penebangan masuk dalam cbyek pajak yang dikalim terdakwa.; bahwa
jka meneiti secara cormat terkat bukti pembayaran pajak yang diajukan 3
terdakwa/Penasihat hukum terdakwa, dimana dalam bukli pembayaran pajak !
lersebut tercantum luas obyek pajak yakni 750 m2, sementara dari hasi
Wmﬁmmmmwmmkm
tebang seluas 2,13 HA, sehingga aiasan Majelis Hakim dalam pertimbangan
hukumnya yang menyatakan bahwa Obyek dan bukt pembayaran pajak tidak

Hal 23 dari 27 hal Putusan No. 161/PID SUS 2017/PT MKS

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi | teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 2
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman 23
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bahw: .
@ keberatan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

ersebut dalam memori bandingnya memohon agar dakwaan Jaksa penuntut
ymum tidak terbukli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka oleh Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dalam memori banding dari
penasinat Hukum Terdakwa tersebut tigak terdapat hal-hal baru yang dapat
membebaskan Terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut Umum tersebut, oleh
karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya, maka keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori

banding tersebut haruslah dikesampingkan dan harus ditolak dalam Tingkat

banding ;
—— Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam kontra
memori bandingnya meminta agar putusan Pengadilan Negeri Makale
Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Mak., tanggal 15 Desember 2016 dikuatkan, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding dari

Jaksa Penuntut Umum tersebut;

—— Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar
mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa, berupa
surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat
Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor:20/
Pid.Sus/ 2016/PN.Mak., Tanggal 5 Desember 2016, maka Majelis HakimTingkat

Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Tingkat Pertama dalam putusannya tersabut felah memuat dan mangurakan
dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta nlasafi-glasan y#d

menjadi dasar dalam putusannya e ———

. Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemmbnngun-pommhnngnn
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dambil atih dan dijadikan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkird ini
di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 20/
pid Sus/ 2016/PN.Mak , Tanggal 5 Desember 2016, dapat dipertahankan dalam

pcradliim Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan,—---—-—==="""

~—— Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukli bersalah dan djatu!

pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua

P —— A

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar

putusan ini;

.- Mengingat dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48  Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal

243 KUHAP);

4. Pasal 82 ayat (1) huruf b,c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..,;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No. 161/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Disclaimer

ok
-
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;—--—-—=-—=""""""

MENGADILL

1. Menerima  permintaan banding dari  Penasihat Hukum

e e

Terdakwa tersebut

. 20/
2. Menguatkan  putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor: 20

Pid.Sus/2016/PN Mak., tanggal 5 Desember 2016, yang dimintakan

—————

banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkard

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

i

sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017, oleh

kami YANCE BOMBING, SH.,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
sebagai Hakim Ketua Majelis, | WAYAN SUPARTHA, SH.,MH dan JACK
JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH masing-masing  sebagai Hakim  Anggota,
putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan

kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJSURYAN]I,

SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ; -———------s-oeeeeeeev

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No. 161IPID.SUS.IZOT'?IPT.MKS..

Dipindai dengan CamScanner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

penasihat hukumnya; I

HAKIM-HAK'M ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd. Ttd.

| WAYAN SUPARTHA, SH..MH., YANCE BOMBING, SH.MH.

Ttd.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH..MH.,
PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

HL.SURYAN! ,SH.MH.,
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SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19370904 Jus40] 2 001
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 27
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



